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PRAKATA EDITOR

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang biasa disebut dengan
Undang-undang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik  Indonesia.  Sedangkan  Pemerintahan  Desa  adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa, serta bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Lahirnya Undang-undang Desa memberi spirit baru bagi
pemerintahan desa dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya untuk
melakukan pembangunan yang berbasis pada potensi desa, guna
membantu mempercepat mewujudkan kehidupan di desa menjadi lebih
sejahtera. Kewenangan-kewenangan itu antara lain, di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Harapannya kedepan desa menjadi mandiri untuk memenuhi segala
kebutuhan yang diperlukan dan membantu percepatan pembangunan
negara.

Akan tetapi, hadirnya Undang-Undang Desa berikut peraturan
pelaksananya masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih
di jumpai beberapa problematika. Utamanya terhadap persoalan-
persoalan implementasi kewenangan yang dapat menghambat desa dalam



membangun, masalah SDM di desa yang dianggap belum siap, sampai
pada permasalahan orientasi serta visi dari orang-orang yang terlibat
dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut. Karenanya harus ada
peningkatan literasi masyarakat khususnya para penyelenggara
pemerintahan desa, guna menumbuhkan semangat, orientasi serta visi
para penyelenggara pemerintahan desa untuk mengabdi dan membangun
desa.

Buku ini merupakan salah satu sumber literasi dalam mempelajari
persoalan-persoalan hukum pemerintahan desa. Buku ini membahas seluk
beluk mengenai hukum pemerintahan desa, mulai dari definisi desa dan
pemerintahan desa, dasar hukum kewenangan pemerintahan desa,
struktur organisasi pemerintahan desa, proses perencanaan di desa,
pengawasan dan akuntabilitas pemerintah desa, peran masyarakat dalam
pembangunan desa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan
masyarakat desa, sampai pada penyelesaian sengketa yang terjadi di desa.

Buku ini ditulis oleh para akademisi dan pegiat desa dari berbagai
daerah di Indonesia, sehingga isinya sangat bagus, komprehensif dan
menarik untuk dibaca. Buku ini tidak hanya ditujukan bagi kalangan
akademisi saja, melainkan juga bagi para pegiat desa serta penyelenggara
pemerintahan desa. Hadirnya buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu
referensi bagi para pegiat desa dan penyelenggara pemerintahan desa
dalam memperdalam ilmu dan pengetahuannya terkait dengan hukum
pemerintahan desa, yang pada akhirnya akan tercipta tata kelola
pemerintahan desa yang baik (Good Governance).

Oktober, 2023

Dr. Udin Saripudin, S.H.l.,, M.A.
(Tenaga Pendamping Profesional Kemendes PDTT)
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BAB 1

PENGERTIAN DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Indonesia. Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup
bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata
cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping
itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata
pencahariannya sebagian besar petani.

Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam
pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Desa merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal tersebut setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa maka desa memiliki kewenangan yang cukup
luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk
mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif
masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai satu
sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota.

2 | Hukum Pemerintahan Desa



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang T. Soemantri, "Pedoman Penyelengaraan Pemerintahan Desa",
Fokus Media, Bandung, 2011.

Brian A. Garner, "Black’s Laws Dictionary", Thomson Bussiness, USA, 2004.

Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelengaraan Pemerintaha Desa",
Erlangga, Jakarta, 2011.

HAW.Widjaja, "Otonomi Desa", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Irawan Soejito, "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah",
Bina Aksara, Jakarta, 1984.

J. Nasikun,"Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa
Berparadigma Ganda", Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

J.Kaloh, "Mencari Bentuk Otonomi Daerah”, PT Rineka Cipta, Jakarta,
2007.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksana

Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa | 19



HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 2: DASAR HUKUM DAN
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA

Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H

Universitas Hang Tuah Pekanbaru



BAB 2

DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, diakui dan
dihormati dalam sistem ketatanegaraan. Desa secara etimologis berasal
dari bahasa Sanskerta deca yang berarti tanah air atau tempat kelahiran.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah
suatu kesatuan wilayah tempat tinggal beberapa keluarga dan memiliki
sistem pemerintahan tersendiri.

Kepemimpinan desa sangat penting dalam perjalanan negara. Hal itu
karena dalam pemerintahan desa merupakan bagian atau bagian kecil dari
kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaannya membutuhkan
perhatian besar dari pemerintah pusat dan daerah hingga daerah-daerah.
Pemerintah desa sudah seperti bagian dari negara karena mengatur
urusan dari atas sampai bawah.

Pada prosesnya desa sebagai unit pemerintahan terendah dan
terpenting di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami
pasang surut pengaturan dan perlakuan pemerintah. Mulai dari era
kolonial yang cenderung memperlakukan desa berdasarkan kepentingan
penjajah, era orde lama yang terombang-ambing antara sentralisme dan
pemberian otonomi, era orde baru yang cenderung sentralistik, era
reformasi yang muncul dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004,

22 | Hukum Pemerintahan Desa



pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN EVALUASI
Petunjuk: jawablah pertanyaan berikut ini dengan ringkas dan jelas.

1. Jelaskan definisi desa menurut pendapat saudara?

2. Bagaimanakah system pendanaan sumber keuangan desa berasal?
Berikan penjelasan.

3. Apa yang saudara ketahui tentang pemilihan kepala desa? dan
jelaskan tugas dari kepala desa tersebut

4. Jelaskan salah satu strategi pembangunan desa yang efektif menurut
saudara?

5. Jelaskan bentuk nyata kewenangan kepala desa dalam menjalankan
pemerintahan desa?

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.
Yogyakarta: Graha limu

Badan Pusat Statistik. 2022. Jumlah Desa Kelurahan Menurut Provinsi.
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/ap
i_pub/bEVXU252SU9NTjBXWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1

Destifani. I, Suwondo, Wanusmawatie, I. 2019. Pelaksanaan Kewenangan
Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa
Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora). Jurnal
Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1239-1246.
https://media.neliti.com/media/publications/75487-1D-
pelaksanaan-kewenangan-desa-dalam-rangka.pdf

Huda, 2016. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, 35

Isharyanto dan Prasetya, 2016. Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif,
Konseptualisasi dan Konteks Yuridis. Penerbit CV. Absolute Media.
Yogyakarta.

36 | Hukum Pemerintahan Desa


https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1
https://media.neliti.com/media/publications/75487-ID-pelaksanaan-kewenangan-desa-dalam-rangka.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/75487-ID-pelaksanaan-kewenangan-desa-dalam-rangka.pdf

Kementerian dalam Negeri RIl. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa

Kementerian dalam Negeri RIl. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Kementerian dalam Negeri RI. 2014. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Lasoma, M. D. 2018. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang
Kemasyarakatan Di Desa Bolangitang Duakabupaten Bolaang
Mongondow Utara. Skripsi, Jurusan Illmu Pemerintahan FISIP
UNSRAT.
https://media.neliti.com/media/publications/1109-ID-kewenangan-
pemerintah-desa-dalam-bidang-kemasyarakatan-di-desa-
bolangitang-duaka.pdf

Naeni Amanulloh, 2015. Demokratisasi Desa (Jakarta: Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia, 2015), p;10-11.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Rahayu, S. 2019. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong
Kabupaten Paser. eJournal lImu Pemerintahan, 7 (4): 1681-1692.
https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2019/11/Jurnal%20%20(11-19-19-07-45-44).pdf

Rahmah, M dan Rifka, M.D. 2018. Kebijakan Penggunaan Dana Desa
Dalam Pemberdayaan Masyarakatdi Dusun Rantaupandan
Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jurnal
Kebijakan Pemerintahan. Vol 1 no 2. P; 137 — 154.
https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1102

Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi.
Jakarta: Rajawali Pers.

Soleh, C dan Rochmansjah, H. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung:
Fokusmedia.

Dasar Hukum dan Kewenangan Pemerintahan Desa | 37


https://media.neliti.com/media/publications/1109-ID-kewenangan-pemerintah-desa-dalam-bidang-kemasyarakatan-di-desa-bolangitang-duaka.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/1109-ID-kewenangan-pemerintah-desa-dalam-bidang-kemasyarakatan-di-desa-bolangitang-duaka.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/1109-ID-kewenangan-pemerintah-desa-dalam-bidang-kemasyarakatan-di-desa-bolangitang-duaka.pdf
https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal%20%20(11-19-19-07-45-44).pdf
https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal%20%20(11-19-19-07-45-44).pdf
https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1102

Titi Anggraini, 2019. Penegakan Hukum Pemilu Dan Penyelesaian Masalah
Hukum Pemilu. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
2019. P; 290.

Undang-undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7, TLN No.
5495, Pasal 167 Ayat (4).

Wijaya, E, 2019. Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor
Yang Memengaruhinya. Jurnal llmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13 No.
2.p; 165-184.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/vie
w/576/pdf_1

Wulandari, L. Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Jurnal Online
Universitas Galuh. P; 55-66.
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752

Yani, Achmad. 2022. Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem
Ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Konstitusi. Volume 19, Nomor 2.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1929/pdf

38 | Hukum Pemerintahan Desa


https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/576/pdf_1
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/576/pdf_1
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1929/pdf

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 3: STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA

Surya Putra, S.T., M.M., CRBD

STIDKI AL-AZIZ



BAB 3

STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya
disebut UU Desa, menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat
atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Karenanya UU Desa juga menyebutkan bahwa Desa memiliki hak
untuk: mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak
asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan
sumber pendapatan.

Selain itu Desa berkewajiban untuk: melindungi dan menjaga
persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka
kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; mengembangkan
kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
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BAB 4

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan bagian integral dari sistem
pemerintahan desa di Indonesia. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur
pemerintahan negara memiliki otonomi untuk mengurus urusan lokalnya
sendiri, termasuk pemilihan kepala desa. Melalui pemilihan kepala desa,
masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang
dianggap mampu mengelola dan mengurus desa dengan baik, serta
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Buku ini akan membahas secara mendalam tentang:

Tata cara pemilihan kepala desa adalah proses demokratis yang
melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam menentukan
pemimpin mereka. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memastikan
bahwa kepala desa dipilih secara adil dan transparan, serta mewakili
kepentingan dan aspirasi warga desa.

Buku ini akan membahas secara mendalam mengenai tata cara
pemilihan kepala desa. Dalam buku ini, akan dijelaskan mengenai
pengertian kepala desa oleh para ahli, tugas dan kewajiban kepala desa,
wewenang kepala desa, peran kepala desa dan pemilihan kepala desa.

B. PENGERTIAN KEPALA DESA

Menurut Surono (2019:10) Kepala desa adalah wakil rakyat yang
dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya.
Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan
tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa
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Tugas dan kewajiban kepala desa, seperti yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014, termasuk memegang teguh Pancasila, UUD
1945, serta menjaga ketertiban dan keamanan desa. Mereka juga harus
memelihara keuangan dan aset desa, memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat, dan melayani masyarakat dengan baik. Selain itu,
kepala desa juga memiliki wewenang yang mencakup pengelolaan
keuangan dan aset desa, penetapan peraturan desa, serta memimpin
pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel.

Proses pemilihan kepala desa didasarkan pada prinsip-prinsip
demokrasi, partisipasi publik, dan transparansi. Tahapannya meliputi
persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih.
Setelah terpilih, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam
memimpin desa, membina masyarakat, dan mengelola pembangunan
desa. Dalam menjalankan peran mereka, kepala desa perlu menjadi
motivator, fasilitator, dan mobilisator agar masyarakat desa dapat
berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pembinaan desa mereka.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan serta jelaskan tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses
pemilihan kepala desa pada suatu wilayah.

2. Sebutkan pengertian kepala desa dari beberapa ahli, kemudian
simpulkan pengertian kepala desa menurut pendapat anda

3. Jelaskan mengenai fungsi, peran, dan wewenang dari kepala desa
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BAB 5

TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDeS)

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Karakteristik yang dimiliki pemerintahan desa, terutama pasca lahirnya
Undang-undang Desa menghadirkan peranan pemerintahan desa sangat
penting dan strategis. Kewenangan pengelolaan keuangan yang ada pada
pemerintahan desa akan menentukan pelayanan dan pembangunan yang
dilakukan pemerintah desa, sehingga perlu dilaksanakan dengan sebaik
mungkin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa adalah
bentuk perencanaan keuangan desa yang disusun oleh pemerintah desa
Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tahapan
dan prosesnya dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai wujud
perencanaan kerja desa dalam 1 tahun. Dalam tulisan ini akan membahas
pengelolaan keuangan desa, terutama pada tahapan perencanaan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, definisi, fungsi, struktur dan
tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

Pemerintahan Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di
negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh
sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan
tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya
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BAB 6

TATA CARA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya didasarkan pada
peran serta masyarakat. Pemerintahan desa adalah tingkatan
pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal.
Masyarakat desa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik
tentang kebutuhan dan masalah yang ada di desa mereka. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah desa untuk membangun mekanisme partisipatif
yang efektif, seperti musyawarah desa, forum musyawarah desa, dan
mekanisme konsultasi publik lainnya. Melalui upaya ini, penyelenggaraan
pemerintahan desa dapat lebih inklusif, responsif, dan berhasil mencapai
pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Melihat hal
tersebut maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana
penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa (Endah, 2018).

Didalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat
(2) menyebutkan, bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu
Pemerintah Desa dan BPD (Sajangbati, 2015). Dalam penyelenggaraan
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BAB 7

TATA CARA PENYELESATAN
SENGKETA DI DESA

A. PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui level pemerintahan desa, kekuasaan dipegang
oleh Kepala Desa bersama perangkat desa yang berada dibawah
kepemimpinan seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan tertinggi di Kabupaten dan/atau Walikota di tingkatan Kota.
Penyelenggaraan pemerintahan desa baik juga dalam hal pembangunan,
pembinaan masyarakat desa harus didasari atas Pancasila sebagai
Staaffundamentalnorm, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan juga Bhineka Tunggal lka (Banjarnahor, 2021). Pedoman
mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diatur dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjalankan
pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan baik pusat maupun di
daerah berwenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan terkait diskresi
dalam jabatannya. Walaupun demikian, kebijakan tersebut tetaplah harus
berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat
tentu saja tidak akan luput dari permasalahan antar warga seperti
sengketa tanah, perkelahian, pencurian ternak dan bahkan antara warga
masyarakat dengan pemerintah desa seperti sengketa hasil pemilihan
kepala desa, tapal batas dan sebagainya. Untuk kasus pidana ringan juga
diselesaikan melalui jalur kekeluargaan mengingat keberadaan Asas
Restoratif Justice. Maka, peranan pemerintah desa sebagai sektor
pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintah negara harus berada
pada garda terdepan. Kejahatan dalam masyarakat akan menimbulkan
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BAB 8

PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

A. PENDAHULUAN

Keberadaan pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa
sangatlah krusial untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan
terbuka. Karena pemerintah desa bertanggung jawab untuk
menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa, termasuk pengelolaan
keuangan, pelayanan publik, serta pembangunan desa. Untuk Menjamin
bahwa seluruh aktivitas dan inisiatif yang dikerjakan oleh pemerintah desa
berjalan dengan benar dan akuntabel, maka dibutuhkan pengawasan dan
akuntabilitas yang efektif.

Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kualitas penatalaksanaan
dana yang masuk ke desa dan memberikan transparansi dalam
pengelolaan keuangan, baik itu dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun
pertanggungjawaban keuangan desa. Diperlukan partisipasi aktif
masyarakat dalam menjalankan tugas pengawasan dan penatalaksanaan
dana yang masuk ke desa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai
mekanisme seperti musyawarah desa dan pembentukan lembaga
pengawas desa.

Mekanisme musyawarah desa memungkinkan masyarakat untuk turut
serta dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran
dan pelaksanaan program kerja di desa. Melalui musyawarah desa,
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, usulan, dan kritik konstruktif
terhadap program dan kegiatan pemerintah desa.
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BAB 9

HUBUNGAN ANTARA
PEMERINTAH DESA DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT

A. PENDAHULUAN

Sejarah dari Desa adalah awal dari mulai terbentuk suatu
perkumpulan Masyarakat dan Pemerintahan di Indonesia. Sebelum negara
modern terbentuk, kelompok sosial seperti desa atau Masyarakat adat
dan sebagainya, telah menjadi bagian dalam tatanan bermasyarakat (Huda,
2014). Desa merupakan daerah hukum tertua yang memiliki otonomi yang
luas dari otonomi daerah hukum diatasnya. Daerah-daerah yang lebih
tinggi kemudian memberikan batasan-batasan terhadap pelaksanaan
otonomi desa (Huda, 2014). Terdapat pula unsur religius magis juga
memperluas dimensi kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban di desa,
terutama desa adat yang diatur dalam hukum adat karena terdapat
konsep kepentingan kerohanian.

Hubungan pemerintahan Pusat dan Daerah termasuk hubungan
dengan desa sebelumnya terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 1974,
memiliki sifat cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, UU Nomor 22
Tahun 1999 yang bersifat devolutif-liberal, dan UU No. 32 Tahun 2004
yang cenderung gagal menjembatani perbedaan pandangan yang justru
membuahkan kemenangan bagi kekuatan nasionalis kolot dan pemerintah
pusat terhadap daerah dan desa (Eko, 2008). Kegagalan pada undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 karena pada masa ini tidak ada pembagi
kekuasaan dan kewenangan (desentralisasi) kepada desa.
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BAB 10

PERAN MASYARAKAT DESA
DALAM PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Untuk mencapai keseluruhan kemakmuran, kita perlu memahami
betapa saling ketergantungan kehidupan di negara kita. Harapannya,
semua sektor, termasuk pembangunan, harus terlibat sepenuhnya. Semua
pihak memiliki potensi untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama.
Pemerintah saat ini berfokus pada pembangunan sistem yang efisien
menyelenggarakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan dengan
penuh dedikasi untuk melayani masyarakat. Daerah pedesaan adalah
tempat di mana penduduk Indonesia memiliki peluang terbesar untuk
berkembang. Oleh karena itu, perhatian yang besar harus difokuskan pada
pembangunan pedesaan dalam berbagai aspeknya. Lebih dari dua pertiga
penduduk Indonesia tinggal dan bekerja di pedesaan, menjadikan desa
sebagai fondasi penting dalam upaya pembangunan nasional.
Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada peran serta
masyarakat desa dan pemerintah desa. Sehingga, pemerintah
memberikan perhatian besar pada pembangunan desa selama masa
pemerintahannya.

Peran masyarakat di desa memiliki dampak yang signifikan pada
berjalannya desa, baik dalam pelaksanaan program pemerintahan desa,
penyusunan peraturan desa, maupun dalam lembaga kemasyarakatan
desa dan lembaga adat desa. Ini mencakup semua aspek kehidupan
masyarakat. Pemerintahan desa harus secara langsung mengakomodasi
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BAB 11

PERAN PEMERINTAH
DAN PIHAK TERKAIT DALAM
PEMBERDAYAAN DESA

Setelah ditetapkannya atas pemberlakuan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia sudah jelas memiliki dasar hukum
bagi desa kedepannya, setidaknya pemberlakuan tersebut dapat memberi
ruang pada pembangunan masyarakat desa dan sejatinya menjadi agen
perubahan untuk desanya. Struktur yang ada dalam kelembagaan
pemerintah desa secara langsung dapat memberikan ide, gagasan,
masukan, dan arahan bagi pembangunan desanya masing-masing.
Masyarakat desa tidak boleh dan tidak bisa di pandang sebelah mata,
justru masyarakat desa bisa dikatakan sebagai salah satu penyumbang
anggaran melalui pembayaran pajak untuk pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Masyarakat desa bukan hanya dijadikan sebagai
obyek penerima program-program pemerintah pusat semata, tetapi
masyarakat desa bisa menjadi subyek, karena masyarakat desa
mempunyai dan memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan untuk kemajuan
dan pembangunan desanya dengan pemberdayaannya.

A. PENGERTIAN PEMBERDAYAAN DESA

Ketika berbicara tentang pemberdayaan desa tidak lepas dari makna
atau arti dari pemberdayaan itu apa?. Banyak definisi yang menjelaskan
tentang pemberdayaan yang dikaitkan dengan kata, subyek, dan obyek
setelahnya. Ada beberapa pendapat dari studi literatur sebelumnya
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BAB 12

PERLINDUNGAN HAK-HAK
MASYARAKAT DESA

A. MASYARAKAT DESA

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu,
Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya,
kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak
asal-usulnya, dan/atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar
hukum yang mengatur mengenai Desa di Indonesia adalah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dilatarbelakangi bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak
tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, lahirnya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
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TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa definisi Desa?

2. Jelaskan apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Sebutkan apa saja hak-hak masyarakat Desa?

Sebutkan apa saja kewajiban masyarakat Desa?

5. Sebutkan apa saja tujuan pemberdayaan masyarakat Desa menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa?
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BAB 13

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN FASILITAS UMUM

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa harus diutamakan karena sangat erat kaitannya
dengan upaya mewujudkan Indonesia dengan memperkuat daerah dan
desanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024
dilaksanakan di bawah arahan Gerakan Pembangunan Desa, yang
dimaksudkan untuk memfasilitasi proses ini (Setiawan, 2019).

Mengingat keadaan tersebut, pemerintah mengklaim bahwa
setidaknya tiga tindakan dapat diambil, salah satunya adalah penciptaan
infrastruktur yang berkelanjutan, untuk mempercepat pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan langkah-langkah untuk
menghidupkan kembali perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan mempertimbangkan semua faktor dari hulu hingga hilir
yang dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur tersebut, bukan hanya
bertumpu pada satu sudut pandang saja. Karena itu, infrastruktur yang
akan dibangun harus memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan masyarakat. Sistem infrastruktur yang dibangun, seperti jalan,
jembatan, telepon, pembangkit listrik, dan fasilitas lainnya, dengan tujuan
melayani kebutuhan dasar masyarakat, juga terkait dengan gagasan ini.
Semua fasilitas ini dibangun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur tidak akan lagi dibuat dengan
mengabaikan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan
berkat gagasan pembangunan berkelanjutan. (Medianti, 2022).
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TUGAS DAN EVALUASI

Bagaimana peran infrastruktur di Desa anda ?

Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah anda ?

Bagaimana infrastruktur mempengaruhi tempat tinggal Anda?

Berikan tanggapan anda terkait implementasi dana desa di daerah

anda?

5. Apakah implementasi pelaksanaan dana desa di daerah anda telah
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat ?

PwnNnpE
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BAB 14

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH DESA

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa
diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya
sendiri  serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang desa, beserta peraturan pelaksanaannya telah
mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola
pemerintahannya. Sebagai unit terbawah dari sebuah sistem
pemerintahan nasional, pemerintah desa diperhadapkan pada kondisi
yang sangat sulit sebagai imbas dari adanya perubahan paradigma
pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. Konsekuensi logis
yang menyertai diberlakukannya undang-undang tersebut, harus
dipersiapkan oleh setiap pemerintah, mulai dari pemerintah (pusat) harus
bersedia memfasilitasi setiap perubahan sebagai tuntutan implementasi
UU tersebut yang terjadi ditingkat pemerintahan daerah (provinsi,
kabupaten dan kota) bahkan pada strata pemerintahan desa, dan disisi
yang lain, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) dan pemerintah
desa berkewajiban mempersiapkan diri untuk melakukan penataan atas
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Penulis dosen Universitas Negeri Surabaya. Sekarang
sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas
Airlangga. Selain aktif dalam dunia pendidikan aktif
juga dalam berbagai proyek pemberdayaan masyarakat,
mulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK),
i Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
= e;j Perdesaan (PNPM-MPd.), Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Sanlmas) Program Perbaikan Rumabh tidak layak huni (Rutilahu), Program
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan terakhir
Tenaga Pendamping Profesional.

Ika Fitrianita, S.Pd., M.H
Penulis lahir di Tulungagung, pada 25 April 1991.
Sarjana Pendidikan Jurusan Hukum Dan
Kewarganegaraan di Universitas Negeri Malang (2013)
dan Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara
(2021) di Universitas Yapis Papua. Dosen di Akademi
Keperawatan RS. Marthen Indey, hingga saat ini sedang
: menjabat sebagai Kepala BAAK. Ditengah kesibukan
bekerja, penulis aktif dibeberapa organisasi diantaranya Sekretaris
Pemuda HKJM Provinsi Papua (2020-2025), Wakil Direktur Penanganan
Pidana Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Papua (2020-2024) dll.

Dlan Eriani, S. H M.H

Penulis lahir pada tanggal 18 Oktober 1983 di Kuta
Panjang. Saat ini, beliau menjabat sebagai seorang
Dosen di Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam
Kebangsaan Indonesia. Beliau, menyelesaikan gelar S1-
nya di Universitas Muhammadyah Sumatera Utara dan
melanjutkan studi S2-nya di Universitas Malikussaleh.
Selain berprofesi sebagai dosen, Dian Eriani juga
praktlk sebagai seorang Advokat di Kantor hukum Dian Eriani dan Rekan
(Dear). Selama kariernya, beliau menunjukkan ketertarikannya terhadap
isu-isu hak perempuan dan keyakinan bahwa perempuan harus memiliki
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peran vyang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam
pemerintahan Desa. Pengalaman Dian Eriani tidak terbatas pada dunia
akademik dan praktik hukum. Beliau juga memiliki pengalaman kerja
dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO), baik tingkat
internasional maupun lokal, di mana tugasnya seringkali berkaitan dengan
pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Dalam perjalanannya, Dian Eriani
telah melakukan berbagai penelitian, beberapa di antaranya berfokus
pada isu-isu yang berkaitan dengan Desa.

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A

Penulis memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas llmu
Sosial dan IImu Politik Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
pada tahun 2004, dan gelar Master of Arts dari Fakultas
lImu Sosial dan llmu Politik Program Studi IImu
Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada
tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktoral
Politik Islam-llmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada
tahun 2021. Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang
bergabung di Non-Governmental Organization (NGO) lokal, nasional, dan
internasional seperti World Bank, AusAID, USAID, dan juga isu
penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia bersama tempat
Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain itu aktif juga dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama
Kemitraan dan Word Bank. Pada tahun 2016-2017 menjadi staf pengajar
di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor,
kemudian tahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi limu
Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai
tahun 2018 juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan
Internasional Universitas Respati Yogyakarta.
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Andrew Shandy Utama, S.H., M.H

Penulis yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990
;ﬁ._ merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional
= Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak
tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan
meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas
Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy
Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil
meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016,
Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor
IImu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan
Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun
2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif
menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal
internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada
beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga
aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan
internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi
sebagai penulis dalam buku berjudul ‘Pemikiran dan Problematika Hukum
di Indonesia, buku ‘Problematika Penegakan Hukum’, dan buku
‘Pendidikan Ani Korupsi’. Pada tahun 2021, Andrew Shandy Utama
mendirikan ANDREW Law Center yang mengelola beberapa jurnal ilmiah,
yaitu ANDREW Law Journal dan Jurnal Pengabdian Dosen.

Gia Budi Satwanto, S.E., S.H., M.H

Penulis lahir di Purwokerto tanggal 21 Mei 1987. Saya
sudah menikah dan memiliki 1 orang anak dan
bertempat tinggal di Perum Pasir luhur permai
Komplek Barat Blok C 65 RT 02/RW 07 Kecamatan
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa
Tengah. Nomor Handphone vyang bisa dihubungi
081227811874. Saya menempuh Pendidikan dasar di
SDN Tanjung 1 Purwokerto, kemudian Sekolah Menengah di SMP N 5
Purwokerto kemudian melanjutkan SMA N 5 Purwokerto. Selanjutnya
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Saya melanjutkan di S1 Ekonomi (STIEPARI Semarang) di tahun 2012
kemudian S 1 Hukum (Universitas Surakarta) ditahun 2009, kemudian
melanjutkan S 2 Magister Hukum (Universitas Jenderal Soedirman) pada
tahun 2014. Kemudian saya miliki pengalaman Pekerjaan, saya mengajar
di SMK Bina Teknologi Purwokerto pada tahun 2018-2020. Kemudian
melanjutkan di SMK Nasional Purwokerto di 2018-sekarang. Kemudian
saya pernah menjabat sebagai Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan
Sekolah Tinggi llmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto dari tahun
2014-2020. Kemudian menjabat sebagai Ketua STIKes Bina Cipta Husada
Purwokerto Tahun 2020-Sekarang.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A

Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun
2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk
masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam
Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian
melanjutkan pendidikan Program Magister IImu Hukum,
jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta,
lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program
Doktor llmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019.
Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister
Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Managemen Administrasi Publik di
Institut Ilmu Sosial dan Managemen STIAMI, Depok, Penulis memiliki
kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat
berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan
intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum
perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan,
Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian
Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karier sebagai dosen
profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan
beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan
dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negeri yang sangat
tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email
Penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com
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HUKUM
PEMERINTAHAN DESA

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Indonesia. Penduduk desa pada umumnya saling
mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama,
dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan
kemasyarakatannya. Disamping itu umumnya wilayah desa terdiri atas
daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar
petani.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
memberikan batasan pengertian desa dan pemerintahan desa hal ini
sangat terkait dengan otonomi desa yang diberikan, selain itu Undang-
undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur tentang
kewenangan dari pemerintah desa, adapun kewenangan desa dalam
pengelolaan pemerintahan yakni kewenangan berdasarkan hak asal
usul, kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan Desa juga diatur
dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
lentang Desashal'ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait
pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa dibentuk intuk memberikan kepastian | hukum
dalam pengelolaan pemerintahan desa sehingga dalam pengelolaan
pemerintahan desa sesuaidengan mekanisme yang telah ditetapkan.
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